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HKSR dan Kebijakan Pembangunan

Diskursus mengenai Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) 
atau Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) telah mengemuka 
lebih dari dua puluh tahun yang lalu sejak dibahas pada Konferensi 
Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International 
Conference on Population and Development/ICPD) tahun 1994 di Kairo dan 
Konferensi Dunia tentang Perempuan yang Keempat (Fourth World 
Conference on Women) tahun 1995 di Beijing. HKSR mencakup hak semua 
individu untuk membuat keputusan mengenai aktivitas seksual dan 
reproduksi mereka; bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Secara 
khusus, akses atas HKSR memastikan individu dapat memilih apakah, kapan, 
dan dengan siapa terlibat dalam aktivitas seksual; untuk memilih apakah 
dan kapan mempunyai anak; dan untuk mengakses informasi dan sarana 
untuk melakukannya. 

Meskipun 20 tahun lebih sudah berlalu sejak konferensi yang pertama 
kali secara eksplisit mengakui hak reproduksi sebagai hak asasi manusia 
sekaligus menandai perubahan cara pandang dunia dalam melihat isu 
populasi, namun data-data yang ada memperlihatkan bahwa banyak orang, 
terutama mereka yang paling terpinggirkan, masih kesulitan mendapatkan 
akses atas HKSR. Di tataran regional maupun global, statistik terkait rasio 
kematian ibu, tingkat melahirkan remaja, angka kebutuhan keluarga 
berencana (KB) atau kontrasepsi yang tidak terpenuhi dan indikator HKSR 
yang lain masih menjadi keprihatinan serius. Di sejumlah negara termasuk 
Indonesia bahkan sterilisasi sukarela, kontrasepsi darurat dan aborsi yang 
aman sering dilarang atau sulit diakses. Di Indonesia, berdasarkan Survei 
Penduduk Antar Sensus 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi, yakni 
305/100.000 kelahiran hidup. Menurut BPS dan UNICEF (2016) yang 
menggunakan data Susenas 2008-2012 dan sensus penduduk 2010, sekitar 
340 ribu anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahunnya. 
Sedang hasil Susenas 2015 memperlihatkan adanya peningkatan unmet 
need, kebutuhan KB yang tidak terlayani. Data-data ini tentu bukan kabar 
yang baik.   

HKSR adalah hal mendasar bagi perempuan dan anak perempuan untuk 
mendapatkan kehidupan yang produktif, sehat dan sejahtera. HKSR 
mencakup sejumlah isu termasuk akses universal atas layanan kesehatan 
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seksual dan reproduksi, pendidikan seksual komprehensif, dan penghapusan 
kekerasan berbasis gender dan praktik yang membahayakan seperti 
pernikahan paksa dan pernikahan anak serta sunat perempuan. HKSR juga 
memungkinkan perempuan dan anak perempuan untuk menyelesaikan 
pendidikan dan masuk ke dunia kerja yang pada gilirannya akan membantu 
perempuan menjadi lebih berdaya dan kehidupannya lebih sejahtera. 
Karena itu, akses atas HKSR akan mendorong kesetaraan gender. Sebaliknya 
pengabaian terhadap pemenuhan HKSR dan keterkaitannya dengan isu 
yang lain seperti penghapusan kemiskinan, kedaulatan pangan, hak asasi 
manusia, keadilan sosial, keadilan ekologi bahkan perubahan iklim akan 
membuat pemerintah mengeluarkan ongkos yang besar karena hal tersebut 
akan menciptakan ketimpangan kekuasaan, memperluas kesenjangan, dan 
mengukuhkan ketidakadilan, yang akan berdampak langsung pada 
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka jelas bahwa HKSR 
merupakan isu kunci pembangunan.  

Di tataran global inisiatif untuk memasukkan HKSR ke dalam agenda 
pembangunan telah dilakukan sejak 2012 dan setelah melalui proses 
negosiasi yang panjang, akhirnya beberapa agenda HKRS diadopsi dalam 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 
(SDGs) khususnya tujuan ketiga dan tujuan kelima. Dalam konteks Indonesia, 
HKSR belum terartikulasi secara eksplisit dan belum menjadi bagian integral 
dari kebijakan pembangunan. Kajian JP93 mengungkap fakta yang ada di 
sejumlah daerah terkait akses atas HKSR. Rubrik Topik Empu JP93 menarasikan 
studi kasus atas kematian ibu di Pulau Nias, kebutuhan atas aborsi telemedis 
dengan studi kasus Women on Web, peran kader keluarga berencana (KB) di 
Surakarta dalam dinamika politik seksualitas pemerintahan Orde Baru, 
pemenuhan kebutuhan gender dalam program penanggulangan HIV dan 
AIDS di Surakarta dengan studi kasus ibu rumah tangga, serta analisis feminis 
atas kebijakan pemberian tunjangan make up bagi polwan. Sedang rubrik 
riset membahas analisis wacana kritis atas UU Kesehatan khususnya terkait 
soal aborsi. Narasi tentang pengalaman perempuan-perempuan yang 
terlibat dalam upaya advokasi pemenuhan akses HKSR kami angkat dalam 
rubrik profil dan wawancara dengan mengulas sosok aktivis senior Ninuk 
Widyantoro dan Direktur Samsara, Inna Hudaya. Harapannya dokumentasi 
ini dapat menjadi catatan penting dan masukan bagi pengambil kebijakan 
dan pemangku kepentingan terkait. Selamat membaca! (Anita Dhewy)


